
BABI 

PENDAHULllAN 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nornor 8 Tahun 198 I, Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukurn Acara Pidana (KUHAP), ncgara kita tclah rncmpunyai 

produk perundang-undangan hukum acara pidana sebagai pengganti peraturan 

perundang-undangan peninggalan zaman Pemerintahan Belanda, rneskipun didalam 

KUI IAI' ini send in pada ma�a saal sckarang ini masih banyak tcrdapat kdurangan

kekurangan tennasuk dalam hal upaya hukum pennohonan peninjauan kembali dalarn 

suatu perkara pidana. 

Sctiap tcrdakwa yang tdah diputus oleh Hakim dalam suatu perkara pidana 

baik berupa putusan yang membebaskan atau rnenjatuhkan putusan pidana terhadap 

terdakwa, undang-undang mcmbcrikan hak kcpada Terdakwa maupun Jaksa Pcnumut 

Umum untuk melakukan upaya hukum bilamana tidak mencrima dan merasa 

keberatan atas putusan yang d ijatuhkan oleh Hakim, yaitu upaya hukum banding ke 

Pengadilan Tinggi, dan kemudian upaya hukum kasas1 ke Mahkamah Agung serta 

upaya hukum peninjauan kembali yang dimajukan kcpada Mahkamah Agung. 

Upaya hukum banding don upaya hukum kasasi dikenal dengan istilah upaya 

hukum biasa, sed angkan upaya hukum pennohonan peninjauan kembali dikenal 

dengan istilah upaya hukum luar biasa, dimana dalam perkara pidana upaya hukum 

luar biasa ini sclain pennohonan peninjauan kembali juga tennasuk upaya hukum 

kasasi demi kepentingan hukum. 
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Dalam istilah peradilan p1dana yang berlaku di Indonesia yang berpedoman 

kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tenlang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidnna (KUHAP). ditegaskan setiap perkara pidana yang telah diputus 

oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam peradilan tingkat pertama, atau oleh Hakim 

Pengadilan Tinggi dalam peradilan uagkat banding seria Hakim Mahkamah Agung 

dalam peraddan tingkat kasas1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

dimungkinkan untuk mcmaJukan upaya hukum peninjauan kembali. 

Pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali dalam peradilan 

perkara pidana mcrupakan salah satu bcntuk dari upaya hukum luar biasa yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana didalam 

perkara pidann upaya hukum luar biasa ini adalah terdiri dari upaya hukum 

pemeriksaan 1ingkat kasasi demi ko:pcmingan hukum yang diatur didalam Pasal 259 

KUHAP dan upaya hukum hukwn pcninjauan kcmbal1 putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur didalam Pasal 263 KUHAP. 

Dalam ketcntuan Pnsal 263 Ayat {I) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) ditegaskan. terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukwn tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuniutan hukwn, 

terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan pennintaan peninjauan kembali 

kepada Mahkamah Agung. 

Dalam ke1en1uan Pasal 263 Ayat (I) KUHAP secara jelas terlihat tidak ada 

dmyatakan Jaksa Penumut Umum berhak atau tidak mengajukan upaya hukum 

permohonan p.:ninjauan kembali Akan telapi dalam peraktek yang terjadi dan 

scbl1gus mcrupakan suatu kcnyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam sistcm 
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